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Ketentuan mengenai saksi dalam hukum acara pidana di Indonesiayang selamaini diatur dalam Pasal 1
angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-undang
nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinyatakan bertentangan dengan Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap melaui
putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU-V111/2010. Dengan adanya putusan tersebut maka perlu
dilihat bagaimana sifat dari putusan tersebut mempengaruhi baik kedudukan saksi dalam hukum acara
pidanadi Indonesia, maupun dalam hukum acara pidana pada umumnya, yang mana kedudukan saksi untuk
dapat memberikan keterangan saksi dalam suatu perkara pidana dianggap cukup penting.

...... The provisions on witness in criminal procedure law in Indonesia provided in article 1 points 26 and 27,
article 65, article 116 subsection (3) and subsection (4) and Article 184 subsection (1) letter aLaw No. 8 of
1981 on the Law of Criminal Procedure (Indonesian Code of Crimina Procedure) is declared to be contrary
to Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 and has no absolute legal force of law
according to the Constitutional Court Award No. 65/PUU-VI11/2010. Following the ruling, the is necessity
to see how the nature of the decision affects the position of witness both in criminal procedure law in
Indonesia, aswell asin the law of criminal procedure in general, considering the importance of the witness
competence in giving testimony for the criminal trial.
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